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A. Konsonan Tunggal 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk syaddah, ditulis rangkap. 

NAMA 
tidak dilambandcan 

9 , 0  

Contoh: ; i _ h I  ditulis AQnadijya6. 
, 

HURUF LATIN 
tidak dilambangkan 

HURUF ARAB 
1 

... 
V l l l  

NAMA 
alif 



C. Ta' Marbutah di Akhir Kata 

1.. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

', ,' ru>q I ditulis karimarul auliya' . 

D. Vokal Pendek 

Fa@& ditulis a, kasrah ditulis i, clan cjammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis i, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis ii, masing .ditulis 

dengan tanda hubung (-) di atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

1. Fa@a.h + ya' mati ditulis ai, oontoh: ditulis bainakurn. 

2. Fa@& + wawu mati ditulis au, contoh: Js ditulis qaul. 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dabm satu kata dipisahkan dengan 

apostrof C). 
5 ..L 

1 I ditulis a'antum, dan s&2 ditulis mu'anna8 

H. Kata sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariycyah, contoh: 

I ditulis al-Qur!!  dan @ i ditulii sl-Qiyk. 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menglulangkan huruf I (el)-nya, contoh: 

c LJaSJ I ditulis assSam$ dan & I ditulis asy-Syams. 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

3. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, contoh: $ j a 1 6 9 > ditulis gawi alfirrUQ'. 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh: 

I $ i ditulis ahlus Sunnah, dan 

p%> I 3 ditulissyaikl~ulisl~m. 
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ABSTRAK 

Hukum Islam memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang, yakni 
kebebasan membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat 
klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, secara umum 
hukum Islam juga telah memberikan batas-batas kebebasan berakad, hanya saja 
masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih terkait dengan adanya syarat 
dalam akad. Asas kebebasan berakad memberikan kebaikan bilamana para pihak 
berada pada posisi tawar yang seimbang. Dalam kenyataannya posisi itu sulit 
terwujud. Akibatnya kebebasan berakad belum sepenuhnya dapat 
diimplementasikan oleh nasabah atau bank syariah. Berdasarkan ha1 ini, perlu 
diteliti melalui suatu penelitian dengan permasalahan bagaimanakah batas-batas 
kebebasan berakad dalam hukum Islam? Bagaimanakah implementasi kebebasan 
berakad pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum norrnatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan 
normatif. Dalam penelitian ini data bersumber dari data sekunder yang terdiri atas 
bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan/studi dokumenter yang didukung dengan metode 
wawancara nonstruktur yang ditujukan kepada pengelola perbankan syariah dan 
nasabah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dalam 
menarik kesimpulan digunakan metode deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah ulama fikih berbeda pendapat atas batasan 
kebebasan berakad terkait dengan memasukan syarat dalam akad, ada yang tidak 
membolehkan dan ada yang membolehkan. Bila diaktualisasikan dengan kondisi 
saat ini pada perbankan syariah di Indonesia penulis berpendapat bahwa syarat- 
syarat yang dibuat oleh para pihak dalam akad yang eksistensinya tidak didukung 
syara' dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi 
cakupan makna nash terkandung dalam substansinya dan memberikan nilai 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka syarat tersebut dibolehkan dan sah 
akadnya. Kebolehan itu juga karena kondisi zaman telah berubah dibanding 
dengan pada fase awal pensyariatan Islam. Adapun implementasi kebebasan 
membuat akad tak bernama tidak dapat digunakan oleh perbankan syariah di 
Indonesia. Karena ia terikat dengan akad bernama yang telah diatur sedemikian 
rupa dalam berbagai peraturan yang semuanya itu bersumber dari fatwa Dewan 
Syariah Nasional. Adapun Implementasi kebebasan berakad dalam ha1 membuat 
klausul/memasukan syarat dalam akad pada perbankan syariah di Indonesia 
nasabah belum dapat menggunakan hak kebebasan sepenuhnya karena ia 
mendapatkan kontrak baku dari bank syariah. Bila ditinjau berdasarkan teori 
maslahah al-mursalah klausul/syarat dalam kontrak baku tersebut belum 
sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan dan belum sesuai dengan konsep 
kebebasan berakad dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Penulis berpendapat 
bahwa kebebasan berakad dalarn ha1 membuat/memasukan syarat di dalamnya 
hanyalah merupakan kuasi kebebasan berakad. 

Kata kunci: kebebasan berakad, kuasi kebebasan berakad, kemaslahatan 
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ABSTRACT 

Islamic law constitute the freedom of 'aqad to every persons, which a 
freedom to make 'aqad (nominaatlinnominaat) dan freedom to make articles as 
long as it is in accordance with sharia. Besides that, generally Islamic Law also 
constitute the limitation of freedom of 'aqad, but there's still debates between 
'ulama jiqh related to the conditions in 'aqad. Freedom of 'aqad principle gives 
an advantage when the parties are on the same bargaining position. In fact, this 
kind of condition is difficult to realize. As the result, freedom of 'aqad has not 
been fully implemented by the customer or Sharia bank. Based on this, it is 
needed to conduct a research with the problems; how is the limitation of freedom 
of 'aqad in Islamic Law? How is the implementation of freedom of 'aqad in the 
'aqad of Sharia banking in Indonesia? 

The method of research used in this research is normative legal research. It 
is using philosophic and normative approaches. The sources of data in this 
research are consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. 
Collecting data technique is using documentary studies which supported by non 
structural interview method towards the manager of Sharia banking and its 
customers. The collected data will be analyzed qualitatively and in concluding the 
conclusion will use deductive method. 

The result of this research are the 'ulama fiqh have different opinions 
toward the limitation of freedom of 'aqad related to the conditions in the 'aqad, 
some has forbid it and some has allow it. If we actualized with the current 
condition in Sharia banking in Indonesia, the researcher have an opinion that the 
conditions made by the parties which are not in accordance with sharia and the 
essential of it is not refused through specific dalil, but the scope of nash meaning 
is included in its substance and give maslahat for both parties, therefore the 
conditions is allowed and the 'aqad is legal. Besides that, the condition of 
including the conditions other than what has been regulate by Koran and Hadith in 
'aqad in researcher's opinion is because the changing era compare to the early 
phase of Islam. Unfortunately, such implementation of freedom of innominaat 
'aqad cannot be obtained by Sharia banking in Indonesia. It is in comply with 
nominaat 'aqad which already been regulated through regulations and those were 
sourced from the fatwa of National Sharia Board. The implementation of freedom 
of 'aqad in terms of making articleslput the conditions in the 'aqad of Sharia 
banking in Indonesia if it was reviewed based on maslahah a1 mursalah theory 
has not been fulfilled the criteria of maslahat and it has not been in accordance 
with the concept of freedom of 'aqad in Islamic Law. Therefore, the researcher 
has an opinion that freedom of 'aqad in makinglincluding the conditions within is 
only quasi of freedom of 'aqad. 

Key words : Freedom of 'aqad, quasi freedom of 'aqad, maslahat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad merupakan suatu ha1 yang penting dalam setiap terjadinya 

transaksi. Pentingnya akad adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak yang terlibat dalam transaksi. Setiap akad harus dilandasi oleh asas-asas 

yang salah satunya adalah asas kebebasan berakad. 

Asas kebebasan berakad dalam hukum perjanjian Islam diistilahkan 

dengan sebutan a1 hurriyyah.' Asas ini dibatasi oleh syariah sehingga tidak 

memberikan kebebasan secara mutlak bagi para pihak yang berakad. 

Al-Quran maupun Hadis yang menjadi landasan dalam berakad 

mengandung prinsip-prinsip mengenai tata kehidupan manusia yang bersifat 

global dan masih memberikan kemungkinan pada manusia untuk 

mengembangkannya. Apabila semua kegiatan keperdataan itu diatur oleh al- 

Quran, tentu umat Islam tidak mendapatkan jalan untuk mengembangkannya 

melalui pengembangan pernikiran. Sebaliknya apabila al-Quran sama sekali tidak 

memberikan bimbingan bagi kegiatan hubungan keperdatan, dikhawatirkan 

manusia tersesat pada hubungan kegiatan yang menghancurkan nilai-nilai 

I Abdul Manan, Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah, Varia Peradilan 
Majalah Hukurn Tahun ke XXI  No. 247 Juni 2006, hlm. 33. 
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kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, hubungan keperdataan dalam al-Quran 

hanya berupa bimbingan yang tertuang dalam bentuk prinsip-prinsip hubungan 

keperdataan yang menstimulasi manusia berkembang sesuai dengan 

perkembangan pemikirannya. 

Kajian terhadap prinsip-prinsip hubungan keperdataan dalam al-Quran 

dan Hadis ini bersifat elastis, yang berarti semakin tajam pikiran orang yang 

melakukan penelitian, semakin luas pula bimbingan yang diperoleh. Sebaliknya 

semakin sederhana pemikiran seseorang yang melakukan penelitian, maka 

semakin sederhana pula bimbingan yang diperolehnya. Namun demikian, al- 

Quran maupun Hadis tidak menuntut penelitian kaum muslimin melebihi 

kemampuan pemikirannya dan melampaui jangkauannya.3 Termasuk dalam ha1 

ini adalah bidang keperdataan yang menyangkut akad dalam operasionalisasi 

perbankan syariah. 

Prinsip dasar keperdataan syariah pada hakikatnya telah diatur 

sedemikian mpa dalam hukum Islam. Al-Quran dan Hadis yang merupakan 

sumber utama hukum Islam ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa setiap 

transaksi keperdataan hams terbebaskan dari unsur-unsur ribawi, garar, dan 

praktik lainnya yang mengarah pada nilai kebatilan dan kemudhorotan. Perbuatan 

ini dalam pergaulan transaksi ekonomi Islam menjadi perhatian serius untuk 

dihindari karena berimplikasi pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum. 

- - - - -- 

2 Abdur Rachim, Mu'amalah dalam Perspektif al-Quran (Tinjauan dari Aqad 
Perjanjian), Makalah yang Disampaikan dalam Kegiatan Studi Intensif al-Quran, Angkatan V, 
hlm.2 

Ibid. 



Dalarn bidang ekonorni, Islam rnenetapkan aturan kornprehensif tentang 

keterkaitan antara dua orang yang rnelakukan transaksi melalui adanya hukurn- 

hukurn agarna tentang masalah itu. Aturan tersebut rnerupakan rarnbu-rarnbu 

tentang bagairnana rnencari dan mengernbangkan harta sekaligus pengalokasian 

dan pernbelanjaannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus 

rnengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai 

dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah 

aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling 

melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti, jual beli, gadai, 

pesan, asosiasi, persekutuan dagang. Aturan itu juga ditujukan untuk 

mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui konsepsi kewajiban zakat, 

pernberian nafkah, dan hasil denda pelanggaran hukum (kaf~rat).~ 

Praktik ekonorni syariah pertarna kali pada dasarnya terjadi bersarnaan 

dengan lahirnya ajaran Islam pada abad VII Masehi dengan mengacu pada 

perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. 

Dalam perkembangannya, praktik ekonomi syariah yang telah berlangsung 

ratusan tahun itu sebagian besar mengalarni kernunduran selarna kurun waktu 

kekaisaran kolonial Eropa; ketika hampir seluruh dunia Islam berada di bawah 

kekuasaan Barat. Di bawah pengaruh negara-negara Eropa, sebagian besar negara 

rnengadopsi sistem perbankan dan model perusahaan yang terilhami Barat serta 

meninggalkan praktik-praktik perdagangan Islam. Dengan dernikian, periode 

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, 
(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 3. 



modem keuangan Islam dimulai ketika negara-negara Islam mendapatkan 

kemerdekaan setelah perang dunia k e d ~ a . ~  

Setelah belenggu kolonialisme itu terlepaskan geliat ekonomi syariah 

mulai tampak dinamis. Beberapa Bank Syariah tumbuh di seluruh penjuru dunia 

sejak 25 tahun terakhir. Pada saat yang sama, bank-bank konvensional juga 

membuka window syariah untuk memobilisasi dana dari masyarakat muslim. 

Meskipun masih dalam tahap evolusi, bank-bank tersebut selama ini telah 

menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Bahkan telah memiliki ceruk pasar 

di sektor keuangan negara-negara muslim, meskipun dalam ukuran yang masih 

sangat kecil, terlebih apabila dibandingkan dengan sektor keuangan internasional 

yang sudah mapan. Selain itu, akad yang dipakai selama ini juga masih berbasis 

pada jual beli dan masih sedikit sekali yang menggunakan akad penyertaan yang 

seharusnya menjadi core product dari sistem keuangan  slam.^ 

Terbentuknya lembaga keuangan syariah pada periode modern ini paling 

awal yang tercatat adalah Mit Ghamr Project. Lembaga ini didirikan di Mesir 

pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh Nasser Social Bank pada tahun 1971. 

Tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian berdasarkan Organisasi Konferensi 

Islam (OKI), Bank Pembangunan Islam Multinasional (The Multinational Islamic 

Development Bank) pada tahun 1973. Bank Pembangunan Islam ini pada awalnya 

beranggotakan 23 negara dari 43 negara negara anggota OKI. Selama tahun 70-an 

banyak lembaga keuangan syariah didirikan di sejumlah negara. Sebagian 

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, 111, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori, dun 
Praktik, Penerjemah M.Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani (Bandung: 
Nusamedia, 2007), hlm. 17. 

M. Umer Chapra & Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan 
Syariah, Penj. Ihkwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlrn. 2. 



merupakan lembaga pemerintah, sebagian merupakan lembaga yang berbagi 

kepemilikan antara pemerintah dengan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga 

swasta.' 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara formal dalam bentuk 

kelembagaan telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank 

Muamalat pada tahun 1992.~ Goncangan moneter dan ekonomi yang terjadi 

selama periode 1997-1998 mengakibatkan pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Selama periode krisis ini banyak lembaga keuangan 

termasuk lembaga-lembaga perbankan mengalami kesulitan finansial. Suku bunga 

yang tinggi telah mengakibatkan biaya modal tinggi kepada para pengusaha, yakni 

sektor nil dan akhirnya mengalami produktivitas yang rendah. Kualitas aset-aset 

bank telah rusak sementara sistern perbankan dibebani dengan biaya pendanaan 

yang tinggi yang disebabkan oleh suku bunga pasar yang tinggi9 

Ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar 

terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah 

bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah dan mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat terlihat 

sejak tahun 2008 yang membangun pemaharnan perbankan syariah sebagai 

7 ~ b d u l l a h  Saeed, Islamic Banking and Interest, (Leiden: E.J.bril1, 1996), hlm. 5-16. 
Lihat juga Rodney Wilson, Bisnis Menurut Islam: Teori dun Praktek, (Jakarta: Intermasa, 1988), 
hlm. 60. 

Pada tahun 1911 di Indonesia telah berdiri organisasi syarikat dagang Islam yang 
beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim kala itu. Dalam praktiknya mereka berpegang 
pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tertuang dalam dalam al-Quran dan Hadis. Seperti 
perlunya pencatatan dalam setiap muamalat dan adanya saksi dalam bertransaksi. (Q, S Al- 
Baqarah: 282). 

Maman H Sumantri, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", dalam 
Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek, dun Realitas Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
Magistra Insania Press kerja sama dengan MSI UII, 2004), hlm. 108. 



Beyond Banking, dengan pencapaian asset sebesar Rp 50 triliun dan pertumbuhan 

industri sebesar 40%. Pada tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia 

sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian asset 

sebesar Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Selanjutnya pada 

tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah 

terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian asset sebesar Rp 124 triliun dan 

pertumbuhan industrj sebesar 8 1 %.I0 

Sistem perbankan syariah juga telah berkembang secara kelembagaan. 

Sampai dengan bulan September 201 3 terdapat 187 bank syariah, yang terdiri atas 

I1  (sebelas) Bank Umum Syariah dari sebelumnya tahun 2008 hanya 5 Bank 

Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin 

Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar dan Banten, Bank 

Syariah BNI, dan Maybank Indonesia Syariah. Selain itu, terdapat juga 23 Unit 

Usaha Syariah (UUS) antara lain Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank 

Sinarmas, BTN, Bank Tabungan Pensiunan, BPD DIY, Bank DKI, Bank 

Danamon, BPD Riau, BPD Jawa Tengah, HSBC, dan lain-lain;" Jumlah ini 

tentunya masih berpeluang untuk bertambah seiring dengan meningkatnya daya 

minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah dan pangsa pasar.'2 

l o  Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah September 2013, 
http://www.bi.go.id/id/statistiWperbankan/syariah/Default.aspx diakses pada hari Minggu tanggal 
9 Februari 2014 Puku122.15 WIB. 

' I  Ibid. 
12 Statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia memberikan penjelasan bahwa jumlah 

kantor bank umum syariah tahun 2013 meningkat mencapai 1.937 kantor dibanding tahun 2012 
hanya 1.745 kantor. Untuk jumlah kantor unit usaha syariah tahun 2013 juga meningkat, yaitu 
bejumlah 558 dibanding tahun 2012 yang hanya terdapat 517 kantor. Lihat Statistik Perbankan 



Perkembangan bank syariah juga telah didukung dengan berbagai 

undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam 

undang-undang Bank Indonesia ini memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia 

untuk melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam 

perkembangan berikutnya lebih tegas lagi Pemerintah Indonesia menetapkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Lahirnya undang-undang ini menjadi semakin eksis keberadaan lembaga 

perbankan syariah di Indonesia. Hingga dalam perkembangan berikutnya hampir 

di beberapa daerah di Indonesia terdapat lembaga perbankan dan keuangan 

lainnya yang berbasiskan syariah. Seperti asuransi, pegadaian, koperasi yang 

semuanya menyuguhkan konsep syariah. 

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang 

begitu pesat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mendorong perbankan 

syariah untuk merespon kebutuhan nasabah dengan cepat. Respon perbankan 

syariah atas kebutuhan nasabah itu menjadikan perkembangan akad cukup 

progresif. Sebagai contoh dengan lahirnya akad ijarah muntahiyah bittamlik yang 

sebelumnya hanya dikenal dengan akad ijarah saja. Hal yang demikian 

menjadikan produk akad diminati oleh nasabah. Sejalan dengan ini, di saat produk 

akad berkembang dengan baik namun demikian nilai-nilai akad dalam hukum 

Islam terkadang kurang terakomodasi dengan baik, contohnya dalam ha1 

Indonesia, September 201 3 yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 
hlm. 1. 



implementasi asas kebebasan berakad. Batas-batas kebebasan berakad dalam ha1 

tertentu tidak diperhatikan dengan baik. Padahal dalam berakad, hukum Islam 

memberikan ruang kebebasan yang begitu luas bagi para pihak, yakni kebebasan 

membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat klausul dengan 

batasannya adalah tidak bertentangan dengan syariah, yakni dengan tidak 

melakukan ha1 yang batil. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap 

orang dibolehkan bermuamalat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dipertegas 

dalam kaidah fikih bahwa "hukum segala sesuatu itu adalah b ~ l e h " . ' ~  

Kebebasan berakad merupakan asas yang sangat penting. Asas ini 

merupakan pintu masuk adanya kesepakatan yang sesungguhnya dalam sebuah 

akad. Asas kebebasan berakad sesungguhnya mempunyai implikasi yang sangat 

baik bilamana para pihak dalam berakad mempunyai posisi tawar yang seimbang. 

Dengan posisi tawar yang seimbang akan terhindar dari perbuatan yang 

memanfaatkan kebebasan untuk saling menekan antara satu pihak dan pihak yang 

lainnya. 

Dalam kenyataannya posisi tawar yang seimbang ini sulit dapat 

terwujud. Dalam hubungan antara nasabah dan bank syariah, acapkali posisi 

nasabah berada dalam posisi tawar yang lemah dan bank syariah berada pada 

posisi tawar yang kuat. Akibatnya bank syariah leluasa untuk memasukan klausul 

atau membuat syarat dalam akad yang terwujud dalam bentuk kontrak standar 

atau kontrak dengan klausul baku. Dengan akad yang telah dipersiapkan ini, pihak 

13 Helrni Karim, Fiqh Muarnaluh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 124. 



nasabah tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.14 Akibatnya, pihak 

yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang 

memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dalam keadaan ini bank syariah dapat 

memaksakan kehendaknya dan bahkan dapat mendikte pihak lainnya untuk 

mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi akad.15 Dengan posisi tawar yang 

lebih kuat pada pihak bank syariah menjadikan nasabah tidak mendapatkan 

kebebasan dalarn membuat klausul. Sebagai contoh dalam ha1 penunjukan 

asuransi pada semua akad pembiayaan, nasabah tidak dapat menggunakan hak 

kebebasannya untuk menentukan pilihan lembaga asuransinya. Penunjukan 

lembaga asuransi menjadi hak bank syariah dan sekaligus ia yang akan menerima 

pembayaran klaim asuransi. Namun persoalannya adalah ketika penunjukan 

asuransi itu dilakukan oleh bank syariah, namun biaya asuransi itu dibebankan 

kepada nasabah. 

Permasalahan lainnya berkaitan dengan tidak dapat digunakannya hak 

kebebasan berakad bagi nasabah yang mengakibatkan bank syariah dapat 

memaksakan kehendaknya dan bahkan dapat mendikte pihak lainnya untuk 

mengikuti kehendaknya dalarn perumusan isi akad adalah dapat ditemukan dalam 

akad musyarakah dan mudarabah. Dalam akad ini pada hakikatnya merupakan 

transaksi usaha bagi hasil (reveneu sharing) sebagaimana yang telah disepakati. 

Persoalannya adalah ketika pendapatan dibagi untuk kedua belah pihak, namun di 

saat ada biaya-biaya yang ditimbulkan sebelum usaha itu berlangsung seperti 

14 Konrad Zweight dan Hein Kotz, Introduction to Comparative Law Volume 11-The 
Institution of Private Law, (Oxford: Clarendon Press, 1987), hlm. 8. 

l 5  Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan ( 
Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 88. 



biaya notaris, biaya materai, dan biaya lainnya untuk kepentingan pembuatan akad 

dibebankan sepenuhya kepada nasabah. Dalam kesempatan itu pihak nasabah 

tidak dapat menggunakan kebebasannya untuk menentukan isi akad, namun hanya 

memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima isi persyaratan yang termaktub 

dalam akad tersebut. Karena itu, akad itu lahir bukan sepenuhnya karena 

kehendak bebasnya untuk menegosiasikan klausul akad tetapi lebih karena tidak 

adanya pilihan lain yang harus dilakukan. 

Persoalan yang lainnya adalah dalam kebebasan berakad masih menjadi 

perdebatan di kalangan ulama fikih terkait dengan adanya syarat dalam akad, 

yakni ada yang membolehkan dan bahkan ada yang melarang. Perbedaan itu 

karena kebebasan berakad dalarn hukum Islam tidak terjabarkan secara konseptual 

dan lugas. Akibatnya, kecenderungan yang terjadi dalam ha1 operasionalisasi 

antara satu bank syariah dan bank syariah lainnya tidak adanya kepastian hukum 

dalam mengimplementasikan asas kebebasan berakad kaitannya dengan syarat 

dalam akad tersebut. 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas, yang menjadi sumber-sumber hukum 

Islam yang mengandung nilai-nilai akad perlu diteliti dan dijabarkan melalui 

suatu penelitian dengan judul "Kebebasan Berakad dalam Hukum Islam dan 

Implementasinya pada Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia". Pentingnya 

kajian ini mengingat keberadaan perbankan syariah di Indonesia pada umumnya 

semakin eksis dan berkembang. Oleh karena itu, dengan kajian ini akan dihasilkan 

temuan yang sangat mendukung dalam perkembangan perbankan syariah di 



Indonesia dan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan kepastian 

hukum di setiap transaksi keuangan syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah batas-batas kebebasan berakad dalam hukum Islam? 

2. Bagaimanakah implementasi kebebasan berakad pada akad-akad perbankan 

syariah di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis konsep batas-batas kebebasan berakad dalam hukum 

Islam. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebebasan berakad 

pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan peneliti terkait dengan permasalahan penelitian ini. 

2. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik 

dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan 

permasalahan ini. 



3. Untuk memberi masukan kepada pengelola lembaga keuangan khususnya 

pada perbankan syariah di Indonesia terkait dengan kebebasan berakad 

kaitannya dengan syarat dalam &ad dan juga kepada legislatif dalam 

merumuskan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. 

D. Tinjauan Pustaka 

Diskursus tentang akad pada hakikatnya hukum Islam telah memberikan 

ketentuan yang dapat dipedomani oleh setiap orang. Hal ini mengingat hukum 

Islam mengatur segala perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup 

segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia 

dengan Allah Swt. diatur dalam bidang ibadah dan hal-ha1 yang berhubungan 

dengan manusia sesama manusia diatur dalam bidang muamalat. Hal-ha1 yang 

berhubungan dengan muamalat mencakup ha1 yang sangat luas, baik yang bersifat 

perseorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah 

dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, hukum pidana, 

peradilan dan sebagainya. Muamalat merupakan ha1 yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu 

sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala 

ha1 yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.I6 

Berbagai litaratur tentang &ad telah lama dan banyak ditulis oleh para 

ahli. Apa yang ditulisnya selalu merespon perkembangan berbagai bentuk 

l6 Abdul Manan, Hukum Kontrak . . ... Op.Cit., hlm. 3 1. 



transaksi dalam bidang keperdataan. Berikut ini adalah berbagai literatur dan hasil 

penelitian yang membahas mengenai akad. 

Dalam kitab al-Qawa'id al-Nuraniyah, Ibnu Taimiyyah mengulas 

persoalan muamalat yang secara khusus juga mendeskripsikan perihal akad. Hal 

yang secara khusus ditulisnya mengenai akad adalah bahwa ia secara tegas 

melarang akad yang mengandung unsur spekulatif, tetapi ia memberikan 

kelonggaran terhadap akad yang mengandung unsur spekulatif untuk boleh 

dilakukan hanya semata-mata untuk menghindari penderitaan masyarakat, karena 

masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi seperti itu dan diyakininya cukup 

memberikan nilai keadilan.17 Dalam Nadariyyah a1 Aqd yang ditulis oleh Abd ar- 

Razzaq as-Sanhuri, juga dibicarakan menggenai akad. Menurutnya suatu akad 

berlaku kebebasan yang terbatas. Bahkan menurutnya kebebasan berakad tetap 

harus menjunjung tinggi apa yang dipersyaratkan dalam terbentuknya suatu akad, 

yakni adanya kesepakatan (melalui ijab dan kabul); Bersatunya majlis akad; 

Adanya kedua belah pihak; Cakap; Objek akad dapat diserahkan; dan Objek akad 

dapat ditentukan; dan objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum 

akad. Selain itu, dalam kitabnya tersebut dijelaskan juga bahwa dalam kebebasan 

berakad tetap juga harus memenuhi apa yang menjadi syarat sahnya akad, yakni 

tidak ada paksaan; Tidak menimbulkan kerugian; Kejelasan; Hilangnya unsur 

17 Ibnu Taimiyyah, al-Qawa'id a1 Nuraniyah, (Kairo: Matba'ah a1 Sunah a1 
Muhammadiyah, 1951), hlm.227; Ibnu Taimiyyah, al-Masii'il al-Mardiniyah, (Damaskus: a1 
Maktab al-Islami, 1964), hlm. 105-106. Keadilan merupakan keseimbangan antara berbagai 
potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara 
masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Lihat Yusuf Qardhawi, 
Peran Nilai dun Moral dalam Perekonomian Islam, Penj. Didin Hafidhuddin, Setiawan 
Budiutomo, dan Ainur Rofiq Shaleh, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 396. 



riba; Hilangnya syarat yang menyebabkan kecacatan e s i d ) .  '* Hal yang sama 

juga dikemukakan oleh Musfafa Ahmad az-Zarqa dalam kitabnya yang berjudul 

"al-Fiqh al-lsl&zi al-Jad id. al- Madkhal al-Fiqhi al- 'Amm. " Meskipun di dalam 

akad dikenal adanya kebebasan berakad, namun kebebasan tersebut tetap 

didahului dengan harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam berakad. l9  

Kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli fikih sebagaimana tersebut di atas 

pada prinsipnya mengakui adanya kebebasan berakad, namun kebebasan itu 

tidaklah mutlak tetapi dibatasi oleh syariah. Lebih dari itu berkaitan dengan 

bagaimana implementasi kebebasan berakad yang berkaitan dengan syarat dalam 

akad pada perbankan syariah di Indonesia dalam kitab-kitab tersebut tidak 

diulasnya. 

Lain halnya dengan kitab yang ditulis oleh A1 Asimi yang berjudul 

"Majmu' Fatawa Syaikh a1 Isliim Ahmad Ibn Taimiyyah, kitab ini menjelaskan 

pendapat para ulama fikih perihal kebebasan berakad yang di dalam akad tersebut 

terdapat syarat di dalamnya. Sama halnya juga dengan yang ditulis oleh Ibn 

Hazm dalam kitabnya yang berjudul "al-Muhalla". Dalam kitab ini Ibn Hazm 

menegaskan larangan dalam kebebasan berakad adanya syarat di dalam akad 

tersebut. Bahkan larangan itu dipertegas dengan menghukuminya haram." Dalam 

kedua kitab ini meskipun dijelaskan mengenai kebebasan berakad dan 

menentukan syarat-syarat di dalam akad tersebut, namun ulasannya juga tidak 

I8 Abd ar-Razzaq as-Sanhuri, Na;ariyyah al-'Aqd, (Beirut: D3r al-Fikr, tt), IV, hlrn. 
135, 137. 

l9 Muspfa Ahmad az-Zarqa, al-Fiqh al-Isl&ni al-Jadid. 01-Madkhal al-Fiqhi al-'Arnm, 
(Beirut: Diir al-Fikr, 1918), I, hlrn. 212-213. 

20 Ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirut: al-Maktabah at Tijari li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, tt), 
VII:337. Lihat juga A1 Asimi, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, (Riyad: 
Matabi' ar-Riyad, 1383 H), XXIX: 126-127. 



disertai dengan bagaimana implementasinya pada akad-akad perbankan syariah di 

Indonesia. 

Dalam buku "Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad 

dalam Fikih Muamalat" yang ditulis oleh Syarnsul Anwar dijelaskan bahwa 

hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat 

kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan 

memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 

kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta dengan jalan batil.2' Apa yang 

dijelaskan dalam bukunya itu tidak menjelaskan bagaimana implementasinya pada 

akad-akad perbankan syariah di Indonesia. 

Dalam buku yang berjudul "Kapita Selekta Perbankan Syariah di 

Indonesia" terdapat artikel yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori yang berjudul 

Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia (Prinsip dasar, operasionalisasi, dan lembaga penyelesaian sengketa di 

bidang ekonomi syariah). Dalam tulisanya dijelaskan akad-akad tradisional Islam 

yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah seperti titipan (wadi'ah), jual 

beli, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam meminjam yang bersifat sosial, dan akad- 

akad di bidang jasa, yaitu akad hiwalah, kafalah, rahn, s h a f ,  dan sebagainya. 

Dalam penjelasan akad-akad tersebut dikaitkan implementasinya pada tataran 

produk lembaga keuangan ~ ~ a r i a h . ~ ~  Perbedaannya dengan tulisan ini adalah 

- - - 

Syarnsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 84. 

22 Abdul Ghofur Anshori, Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Lembaga 
Keuangan Syariah di Indonesia (Prinsip dasar, operasionalisasi, dun lembaga penyelesaian 



penulis akan lebih memfokuskan pada analisis kebebasan berakad dan 

menentukan adanya syarat dalam akad tersebut sebagai batasannya. 

Terkait dengan masalah akad terdapat juga buku yang berjudul "Produk 

dan akad perbankan syariah di Indonesia Implementasi dan aspek hukum." Buku 

itu ditulis oleh Rachmadi Usman. Terkait dengan masalah akad dalam ulasannya 

dijelaskan secara konseptual mengenai produk dan akad penghimpunan dana 

perbankan syariah yang meliputi akad giro syariah, tabungan syariah, dan 

deposit0 syariah. Dalam akad giro syariah dapat diwujudkan dalam bentuk akad 

giro mudarabah dan akad giro wadi'ah. Sedangkan yang tabungan syariah 

produknya dapat diwujudkan melalui akad tabungan mudarabah dan wadi'ah. Hal 

lainnya dijelaskan mengenai produk dan akad penyaluran dana perbankan syariah. 

Akad penyaluran dana perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan 

murabahah, salam, istisna dan sebagainya. Penjelasan lainnya dalam buku itu 

adalah mengenai produk da~?  akad pelayanan jasa perbankan ~ ~ a r i a h . ' ~  Buku 

tersebut tidak membahas bagaimana implementasi kebebasan berakad dan 

menentukan adanya syarat dalam akad tersebut baik secara konseptual maupun 

praktiknya pada akad-akad perbankan syariah. 

Menurut Fathurahman Djamil, Syariah Islam memberikan kebebasan 

kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi 

yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.24 Terkait dengan 

sengketa di bidang ekonomi syariah), dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, 
(Yogyakarta: UII Press, 2008), hlrn. 67-74. 

23 Rachmadi Usman, Produk dun Akad Perbankan Syariah di Indonesia lmplementasi 
dun Aspek Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlrn. 137-3 12. 

24 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan 
Oleh Mariam Darus Baadrulzaman et. al. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 249-25 1 .  



bagaimana konsep kebebasan berakad ini diimplementasikan dalam lembaga 

keuangan syariah Fathurahman Djamil tidak menjelaskannya. Dalam tulisannya 

tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, ia menjelaskan tentang 

konsepsi lembaga keuangan syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

perbankan.25 Buku tersebut tidak mengulas bagaimana kebebasan berakad itu 

diimplementasikan pada akad-akad perbankan syariah. 

Begitu juga dalam buku yang berjudul "Lembaga ekonomi dun 

keuangan syariah" yang ditulis juga oleh M. Sholahudin. Dalam bukunya hanya 

menjelaskan tentang bank umum berprinsip syariah dan lembaga keuangan 

syariah lainnya. Meskipun buku tersebut menjelaskan bagaimana lembaga 

keuangan itu beroperasi, namun dalam bahasannya tidak dijelaskan sarna sekali 

perihal kebebasan berakad dan menentukan syarat di dalamnya 

diimplementasikan pada akad-akad perbankan ~ ~ a r i a h . ' ~  Demikian halnya yang 

terdapat dalam buku lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer yang 

dikarang oleh Muhamad. Dalam bukunya tersebut dijelaskan mengenai sistem 

operasional Bank Syariah (BPR Syariah: sebuah kasus). Buku itu tidak 

menyinggung sama sekali bagaimana konsep kebebasan berakad kaitannya 

dengan adanya syarat dalam akad sebagai bagian dari batasannya dan juga tidak 

mengulas implementasinya pada akad-akad perbankan ~ ~ a r i a h . ' ~  

25 Fathurrahman Djarnil, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dalam dalam Kapita 
Selekta Perbankan Syariah Menyongsong berlakunya UU No. 3 TH 2006 tentang Perubahan UU 
No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 
Tahun 2006, hlm. 1 13-1 37. 

26 M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dun Keuangan Islam, (Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, 2006). 

27 Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta:UII Press, 
2000). 



Frank E Vogel dan Samuel L Hayes juga menulis tentang hukum 

keuangan Islam konsep, teori, dan praktik. Dalam bukunya memang dibahas 

mengenai konsep kontrak dan perdagangan dalam al-Quran dan sunnah. Dalam 

bahasan hukum kontrak Islam terdapat sub bahasan mengenai kebebasan dalam 

membuat k ~ n t r a k . ~ '  Dalam sub bahasan itu memang diulas mengenai kontroversi 

persyaratan dalam kontrak apakah dapat dianggap sah jika tidak ada putusan 

wahyu yang berlaku secara khusus. Namun demikian kajian dalam buku itu tidak 

disertai ulasan implementasinya pada akad-akad perbankan syariah secara faktual. 

Hasanudin menjelaskan dalam tulisannya tentang "Bentuk-bentuk 

perikatan (akad) dalam ekonomi syariah." Menurutnya kebebasan dalam berakad 

merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian (akad). Pihak-pihak yang 

melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik 

dalam menentukan yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun syarat- 

syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. 

Kebebasan menentukan syarat-syarat. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini 

dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan 

kata lain syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk yang 

melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat 

hukumnya adalah ajaran  slam.^' Buku tersebut tidak diperkaya dengan kajian 

implementasinya pada akad-akad perbankan syariah secara konkret. 

28 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, 111, Hukum Keuangan. ... Op.Cit., hlrn. 123-136. 
29 Hasanudin, Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, dalarn Kapita 

Selekta Perbankan Syariah Menyongsong berlakunya UU No. 3 TH 2006 tentang Perubahan UU 
No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 
Tahun 2006, hlm. 142. 



Hasanudin dalam disertasinya tentang "Konsep dan standar multi akad 

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" 

menitikberatkan ulasannya tentang konsep multi akad yang ada dalam DSN MUI. 

Disertasi ini tidak mengulas tentang bagaimana kebebasan berakad kaitannya 

dengan syarat dalam akad tersebut berikut implementasinya pada akad-akad 

perbankan syariah. Dalam disertasinya hanya berisikan ulasan tentang konsep 

akad dan multi akad, metode fatwa DSN MUI, multi akad dalam fatwa 

penggalangan dan penyaluran dana, dan multi akad dalam fatwa kegiatan j a ~ a . ~ '  

Dalam disertasi tentang "Formalisasi akad fikih dalam transaksi modem 

(kajian atas konsepsi akad fiqih pada sistem perbankan syariah di Indonesia" 

Ridwan Nursin sebagai penulis menjelaskan masalah akad ini hanya dalam tataran 

bagaimana akad klasik itu dikontektualisasikan pada kebutuhan perbankan 

syariah. Dalam disertasinya itu masalah kebebasan berakad kaitannya dengan 

syarat dalam akad tidak disinggungnya. Ulasannya terdiri atas teori dan macam- 

macam akad, bentuk-bentuk akad fikih pada perbankan syariah, dan formalisasi 

dan signifikansi pembaharuan hukum akad. 3' 

Disertasi yang lain yang membahas berkaitan dengan akad adalah yang 

ditulis oleh Suharto. Disertasinya membahas tentang "Perjanjian kerja, 

standarisasi upah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara 

pengusaha dan pekerja dalam hukum Islam dan hukum positif." Dalarn 

30 Hasanudin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis LTlama Indonesia (DSN MUI)," Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, 2008. 

3'  Ridwan Nurdin, "Formalisasi Akad Fikih dalam Transaksi Modem (kajian atas 
konsepsi akad fiqih pada sistem perbankan syariah di Indonesia," Disertasi Sekolah Pasca Sajana 
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. 



disertasinya tidak membahas sama sekali tentang kebebasan berakad. Penulisnya 

lebih memfokuskan kajiannya pada perjanjian kerja menurut hukum Islam, 

perjanjian kerja menurut hukum positif, dan perbandingan hukum islam dan 

hukum positif tentang sistem hubungan i n d ~ s t r i a l . ~ ~  

Terkait dengan akad pada perbankan syariah pernah ditulis oleh Aunur 

Rohim Faqih dalam disertasinya. Pokok permasalahan dalam disertasi itu adalah 

mempertanyakan perihal bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

kontrak pembiayaan pada perbankan syariah, apakah perbankan syariah telah 

benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dan 

bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa 

kontrak pembiayaan pada perbankan ~ ~ a r i a h . ~ ~  Dalam pembahasannya hanya 

menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip syariah. Kendatipun 

disinggung asas kebebasan berakad, namun tidak diulas secara mendalam 

pergulatan pemikiran ulama fikih terhadap asas tersebut dan juga tidak diulas 

bagaimana implementasinya pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia. 

Terdapat juga tesis yang berkaitan dengan akad yang ditulis oleh Ahmad 

Turmudzi. Dalam karyanya lebih memfokuskan pada implikasi konsep kebebasan 

berkontrak menurut Ibn Taimiyyah dalam perjanjian sewa beli. Tesis ini mengulas 

persoalan perjanjian sewa beli dilihat hanya dari satu pandangan ulama, yakni Ibn 

32 Suharto, "Perjanjian Kerja, Standarisasi Upah dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," 
Disertasi Program Pasca Sa rjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006. 

33 Aunur Rohim Faqih, "Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip- 
Prinsip Syariah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia," Ringkasan Disertasi Program 
Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta, 2014. 



Taimiyyah. Selain itu, ia juga tidak mengulas akad-akad pada perbankan 

~ ~ a r i a h . ~ ~  

Lain halnya dengan yang ditulis oleh Muhamad Hoesein dalam 

artikelnya tentang "Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah", 

dalam tulisannya dijelaskan tentang bentuk, struktur, dan isi perjanjian 

pembiayaan Bank Syariah. 35 Ia tidak mengupas bagaimana kebebasan berakad itu 

diterapkan dalam akad yang terjadi pada setiap operasional Bank Syariah. 

Bila mencermati berbagai ulasan dalam kepustakaan sebagaimana 

dijelaskan di atas, tidak ditemukan suatu ulasan yang komprehensif tentang 

batasan konsep kebebasan berakad kaitannya dengan syarat dalam akad dan 

implementasinya pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia dalam kajian 

hukum Islam. Kalaupun ada bahasan tentang kebebasan berakad ulasannya masih 

sangat normatif. Karena itu, penelitian tentang kebebasan berakad kaitannya 

dengan syarat dalam akad menurut hukum Islam dan implementasinya pada akad- 

akad perbankan syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan dalam 

rangka melengkapi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian, yang membedakan penelitian dalam disertasi ini 

dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ahli dan karya ilmiah yang berupa 

artikel, disertasi, dan tesis adalah adanya kajian yang jelas mengenai pergulatan 

pemikiran para ulama fikih mengenai batas kebebasan berakad terkait dengan 

34 Ahmad Turmudzi, "Perjanjian Sewa Beli (Studi tentang Implikasi Konsep Kebebasan 
Berkontrak Menurut Ibn Taimiyyah," Tesis Program Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2004. 

35 Muhamad Hoessein, Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam 
Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 TH 2006 tentang 
Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama), Pusdiklat Mahkamah 
Agung RI, Tahun 2006, hlm. 171 -1 88. 



adanya syarat dalam akad, yang kemudian atas pergulatan pemikiran tersebut 

penulis aktualisasikan dengan persoalan yang terjadi pada perbankan syariah saat 

ini. Selain itu, yang membedakannya lagi adalah adanya kajian implementasi 

kebebasan berakad dalam akad-akad perbankan syariah di Indonesia berdasarkan 

hukum Islam. Dengan demikian harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran secara ilmiah kepada pengambil kebijakan dalam dunia 

perbankan syariah di Indonesia. 

E. Kerangka Konseptual 

Pada hakikatnya manusia itu hidup selalu membutuhkan orang lain. 

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendirian. 

Sifat ketergantungan satu dengan yang lainnya sangat kuat. Hal ini mengingat 

manusia hidup tidak dapat sendiri namun selalu berinteraksi dengan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukan bahwa memang pada dasarnya 

manusia itu makhluk yang lemah dan merupakan potensi yang terbatas dalam 

menghadapi persoalan yang k ~ m ~ l e k s . ~ ~  

Sifat dasar manusia yang tidak lepas berinteraksi dengan orang lain itu 

menjadikan hukum dasar dari berbagai jenis muamalat itu adalah boleh sampai 

ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kaidah fikih 

yang berbunyi: 37 

36 Q.S. an-Nisa' (4): 28. Lihat juga Zaky Mubarok Latif et.al., Akidah Islam, 
(Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 14. 

37 Helmi Karim, Fiqh . . ..., Op. Cit., hlm. 124. 



Artinya: "Hukum segala sesuatu itu adalah boleh." 

Sifat kaidah ini masih sangat mutlak sehingga masih harus diberi suatu 

qayid "Sampai ada dalil yang menunjukan atas keharamannya ". Dengan adanya 

qayid ini maka pengertian dari kaidah di atas ialah bahwa pada tempat-tempat 

yang tidak ditunjukkan keharamannya, maka padanya diberikan hukum mubah 

(boleh). Artinya selama tidak ada dalil yang melarang atas suatu kreasi jenis 

muarnalat, maka muamalat itu dibolehkan. Termasuk dalam ha1 ini adalah hukum 

berakad. Pada prinsipnya setiap orang diberikan kebebasan dalam berakad dalam 

rangka memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Hal ini menunjukan bahwa apapun jenis muamalat yang dilakukan harus 

disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, atau atas 

dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar 

hasil ijtihad yang dibenarkan oleh  slam.^' Kaidah ini merupakan salah satu 

kaidah yang terkenal di kalangan madhab ~ ~ a f i ' i ~ a h . ~ '  Mereka merumuskan 

kaidah ini berdasarkan firman ~ l l a h : ~ '  

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, 
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui 
segala sesuatu." 

38 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam, 
(Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), hlm. 16. 

39 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (QawEJidul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1976), hlm. 41. 

40 Q.S. al-Baqarah (2): 29. 



Selain itu didasarkan juga dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang 

berbun yi : 

Artinya: Telah meceritakan kepada kita Muhammad bin Daud 
bin Sabih, Al-Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kita, 
menceritakan kepada kita Muhammad yaitu Ibn Syarik al- 
Makiiy dari Amr bin Dinar dari Abi Sya'tsa', dari Ibn Abbas 
berkata: Orang jahiliyah zaman dahulu memakan sesuatu dan 
memakan sesuatu yang kotor maka Allah mengutus nabinya 
Saw dan menurunkan kitabnya (al-Quran), mengahalalkan 
semua yang halal mengharamkan semua yang haram maka 
semua yang dihalalkan adalah halal dan semua yang diharamkan 

adalah haram dan yang tidak dijelaskan hukumnya termaafkan. 

Berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa meskipun 

dibolehkan semua bentuk muamalat, namun kebolehan itu tidak bersifat mutlak. 

Artinya hukum mubah dalam setiap muamalat itu tetap harus dalam batasan 

hukum Islam. 

Batasan dalam hukum Islam ini menjadi bagian yang penting yang tidak 

terpisahkan dalam ekonomi Islam. Hal ini didasarkan pada suatu pemahaman 

bahwa dalam sistem ekonomi Islam itu terdapat sistem nilai (value system). Salah 

satu nilai tersebut adalah etika hukum Islam yang dapat mempengaruhi seorang 

muslim dalam menentukan suatu keputusan ekonomik yang diambilnya. Untuk itu 

Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif, dalam arti segala 

41 Hafidz Abi Daud Sulaiman bin a1 Atsats as-Sijistaniy, Sunan Abi Daud, Kitab ma lam 
Ydkar Tahrimuhu, Nomor Hadis 3306, (Beirut-Libanon: D3r al-Fikr, 1424 HI2003 M), hlm. 148. 



aktivitas ekonomi dalam agama Islam ditujukan dalam rangka pemenuhan 

tuntutan ekonomis dan ruhaniyah secara ~ e r e n t a k ~ ~  yang sarat dengan 

pertimbangan moral nilai agama sehingga bersifat relegius.43 Dengan demikian 

etika merupakan ha1 terpenting dalam Islam. Oleh karenanya nilai-nilai dasar 

ekonomi selalu mengedepankan falsafah tauhid terutama dalam ha1 kepemilikan, 

keseimbangan, dan k e a d i l a ~ ~ . ~ ~  

Nilai dasar dalam muamalat itu dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah 

umum yang telah ditetapkan syara'. Kaidah tersebut adalah:45 

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Artinya apapun jenis muamalat yang 

dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi 

kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengawasi dan mengontrol 

tindakan tersebut. 

2. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengetengahkan akhlak yang 

terpuji yang mengusung nilai keadilan, kejujuran, dan saling menghargai 

sesama manusia. 

3. Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan 

masyarakat. 

4. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. 

42 Monzer Khaf, Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap fungsi Ekonomi Islam, te j .  
Machnun Husein, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 15. Lihat juga Dawam Raharjo, 
Sekapur Sirih, hlm.1 dalam Ahmad Dimyati, Teon Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis 
terhadap teori keuangan a1 Ghazali, (yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 2. 

43 Yusuf Qardhawi, Fiqh Peradaban; Sunnah sebagai Paradigma Ilmu 
Pengetahuan,terj. Faizah Firdaus, cet. 1 (Jakarta: Rabani Pers, 1997), hlm. 17. 

44 Muhamad, Lembaga-Lembaga .... Op. Cit., hlm. 22. 
45 Nasrun Haroen, Perdagangan Saham ..... Op.Cit., hlm. 20-21. 



Seluruh yang baik dihalalkan dan seluruh yang kotor dan keji adalah haram, 

baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, 

eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang dengan tujuan agar 

komoditi di pasar menipis sehingga harga melonjak dan perbuatan lainnya. 

Muamalat dalam ekonomi syariah dilakukan dengan tetap harus menjaga 

kemaslahatan kedua belah pihak. Hal-ha1 yang sekiranya dapat menimbulkan 

kemudhorotan dan para pihak mengetahui upaya mengantisipasinya, maka ha1 itu 

perlu dihindari. Contohnya adalah itikad buruk dalam bermuamalat, menyerahkan 

barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Selain itu juga 

harus memenuhi persyaratan, sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Kecakapan pihak yang melakukan muamalat. 

Muamalat tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak kecil, dan orang yang 

dipaksa. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan 

bertindak hukum minimal, yaitu tamyiz, di mana apabila ini dipenuhi tindakan 

hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Ada pula tindakan 

hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu 

kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah 

dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan 

hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan 

tergantung pada ratifikasi ~ a l i . ~ ~  

Terkait dengan adanya paksaan dalam muamalat ahli hukum Hanafi, Zufar (w. 

1581775) berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, 

46 Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip ...., Op.Cit, hlm. 249. 
47 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ..., Op.Cit., hlm. 103. 



melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Artinya akad yang dibuat dengan 

paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan 

(masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa 

apabila paksaan tersebut telah b e r ~ a l u . ~ ~  

b. Objek akad tidak dilarang secara syar'i. 

Jual beli tidak sah jika dilakukan dengan harta yang telah dilarang secara 

syar'i seperti bangkai, jual beli barang wakaf, dan jual beli barang terlarang 

lainnya. Ketentuan yang demikian berdasarkan Hadis yang diriwayatkan 

Bukhori dan Muslim yang artinya "Dari Jabir r.a. Rasulullah saw. Bersabda: 

sesungguhnya Allah dun Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, 

babi, dun berhala." Menurut riwayat lain "Kecuali anjing untuk berburu" 

boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, 

anjing, dan babi karena najis, sedangkan berhala karena tidak ada 

manfaatnya.49 

c. Muamalat hendaknya bukanlah sesuatu yang dilarang oleh teks agama yang 

masuk dalam kategori batil. 

Menurut Ulama Syafi'iyah hibah dan jual beli tidak dapat dimuamalatkan 

dengan harta anak kecil kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau 

sepele. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran timbulnya tipu daya 

yang dapat disebabkan karena tidak ada ahliah. Sedangkan menurut ulama 

Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika 

diijinkan walinya. Alasannya adalah untuk melatih kedewasaan yakni dengan 

48 Ibid., hlm. 100. 
4' Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 72. 



memberikan keleluasaan untuk jual beli. 50 Hal lainnya yang takdapat 

dimuamalatkan adalah prostitusi, permusuhan, perdagangan narkotika, serta 

sewa menyewa dalam aktivitas yang diharamkan. 

d. Muamalat hendaknya mengambil syarat khusus, yaitu persyaratan yang hanya 

terdapat dalam muamalat itu yang membedakan dengan jenis muamalat 

lainnya, seperti syarat adanya saksi dalam akad nikah yang tidak harus ada 

dalam jenis muamalat yang lain. Penyerahan barang hibah, sewa, titipan, 

pinjaman, dan gadai juga mempunyai ciri-ciri yang membedakan. Semua 

muamalat ini tidak cukup hanya dengan penyerahan saja, tapi harus ada bukti 

penerimaan langsung. 

e. Terdapat nilai manfaat dalam muamalat. Muamalat tidak sah jika dilakukan 

dengan kompensasi yang diambil oleh salah seorang pelaku muamalat yang 

pada saat bersamaan masih ada persoalan yang harus diselesaikan. 

f. Secara nyata telah terjadi akad penawaran dan penerimaan. Jika orang yang 

menyerahkan barang telah pulang, mati, atau hilang hak hukumnya sebelum 

barang diterima, maka muamalat menjadi tidak sah. Hal yang sering ditemui 

adalah persoalan legalitas bukti tertulis sebelum barang itu sampai ke tangan 

penerima. 

g. Adanya indikasi yang mengisyaratkan bahwa aktivitas serah terima telah 

selesai. Berpisahnya pelaku muamalat dapat dijadikan contoh, kecuali dalam 

penerimaan wasiat, transfer, dan wasiat bagi anak-anak pasca kematian 

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93. 



pewaris. 51 

Berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas pada prinsipnya 

dalam suatu muamalat kerja sama hendaknya perlu diperhatikan mengenai 

persoalan keuntungan dan kerugian. Dalam prinsip sistem keuangan Islam bila 

dalam suatu muamalat terdapat keuntungan maka dibagi bersama dan bila terjadi 

risiko kerugian para pihak menanggung bersama-sama atas risiko yang terjadi 

berdasarkan perjanjian yang dibuat. 52 

Penjelasan al-Quran terhadap hukurn-hukum dalam rnuamalat 

adakalanya berbentuk rincian sistematis dan adakalanya juga bersifat umum yang 

ditampilkan dalam bentuk kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang 

mendasar. Narnun terkadang juga ditampilkan secara rinci atau tafsili. Penjelasan 

al-Quran yang berbentuk rincian sistematis, seperti dalam hukum ibadah, hukum 

muamalat dan sebagainya. Hikmah dalam hukum tersebut mengandung makna 

pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Aka1 tidak mampu mengetahui 

hikrnah hukurn itu secara keseluruhan. Hukum-hukum tersebut tidak dapat diubah 

dan dikembangkan karena kebutuhan urusan manusia. Sedangkan hikmah yang 

dapat dipetik dari penjelasan al-Quran yang bersifat urnum adalah agar mampu 

memberikan konstribusi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan yang 

" Mu~tafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal ..., Op.Cit., hlm. 367. 
52 M. Umar Chapra, The Case Againls Inlerest: Is it Compelling ? dalam Salman Syed 

Ali & Ausaf Ahmad editor: Islamic Banking and finance: Fundamentals and contemporary Issues, 
(Jeddah Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute and University Brunei Darussalam, 
2007, hlm. 40. 



mendesak, di samping dapat memenuhi pentingnya perkembangan tuntutan 

lingkungan dari setiap masa. 53 

Dalam hukum Islam yang terpenting adalah adanya jaminan dan 

tanggung jawab sosial untuk menjaga urusan orang yang lemah dan orang-orang 

yang memerlukan perlindungan hukum. Karenanya tidak ada diskriminasi dalam 

hukum Islam yang menunjukan atas perlindungan golongan atau etnis tertentu. 

Sebaliknya hukum Islam diperuntukkan bagi segenap manusia dengan 

memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengamalkannya. Pernyataan ini 

dibenarkan oleh firman Allah Swt. yang berbunyi: 

Artinya:" ...... .Allah menghendaki kemudahan dan tidak 
menghendaki kesulitan dan hendaklah kamu mencukupkan 
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas 
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur." 

Ayat di atas memberikan pemahaman kepada umat manusia (muslim) 

bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam Islam lebih memberikan 

kemudahan untuk menjalankannya. Hukum Islam tidak akan pernah 

membelenggu dan membebani umatnya dalam mengarungi kehidupan nyata.55 

Atas fasilitas kemudahan ini, umat Islam diberikan kebebasan untuk 

mengembangkan potensinya sebagai makhluk yang berakal. 

53 Ibid., hlrn. 30. 
54 Q.S. al-Baqarah (2): 185. 
55 Ibnu Kasir, Tafsyii- Ibnu Kasii; (Beirut: DBr al-Fib, 1981), hlm. 216. Lihat juga 

Muhammad Abu Zahrah, Us~rl al-Fiqh, (Beirut: D5r a1 F ib ,  1985), hlrn. 278-287. 



Untuk mendukung pengembangan potensi diri manusia, hukum Islam 

memberikan kontribusi yang amat besar. Islam dan petunjuk al-Quran merupakan 

kekayaan yang memancarkan ilmu dan sains, penjelasan yang gamblang, yang 

mempengaruhi manusia dalam kerja pikiran dan akal, memunculkan ide dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan mengambil manfaat dari beberapa kebaikan 

alam. 

Aka1 dijadikan sebagai kunci untuk membimbing sesuatu, sedangkan 

ilmu merupakan jalan untuk memahami urusan kehidupan dan jalan untuk 

kemajuan melalui wahyu illahi, para rosul, akal dan ilmu. Kesemuanya 

merupakan kesatuan yang komprehensif untuk membimbing manusia pada jalan 

yang lurus dan menunjukan jalan yang lebih baik, benar dan adil. 

Bila manusia mengabaikan fungsi akalnya, maka yang terjadi akan 

mengalami stagnasi dalam kehidupannya. Sebagai konsekuensinya kehidupan 

terasi sempit, manusia menjadi lemah, penakut dan tidak mampu membedakan 

mana yang benar dan yang salah, kebaikan dan kejelekan, sebagaimana telah 

menjadi predikat orang-orang jahiliyah. 

Ajaran Islam yang bersumber pokok pada al-Quran dan Hadis banyak 

dikesankan sebagai hukum yang tidak mampu aktual dalam kehidupan nyata 

manusia. Kesan seperti ini muncul karena menganggap bahwa materi-materi 

hukum yang diambil dari norma al-Quran dan Hadis bersifat kaku dan kurang 

dapat mengikuti kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang. Padahal 

kehidupan manusia terus berkembang pesat dengan membawa budaya-budaya 

56 Wahbah Zuhaili, Al-Quran .. ., Op.Cit., hlm. 27-29. 



baru, persoalan-persoalan baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru. Konsekuensinya, 

tentu saja menuntut aktualisasi hukum yang mampu mewadahi kebutuhan mereka 

dengan etik atau norma kehidupan. 

Selama empat belas abad lebih, syariat Islam telah mampu terbukti 

menjadi sumber utama dalam dunia Islam memasuki berbagai situasi jaman, 

diterima oleh berbagai bangsa dan bertemu dengan berbagai macam kebudayaan. 

Dalam kondisi yang seperti itu syariat tidak mengalami kebekuan ataupun 

kesempitan menghadapi suatu keadaan ataupun hal-ha1 yang baru, bahkan 

kemudian mampu mengatasi semua kesulitan dan permasalahan yang timbul. 

S yari' at Islam mampu berbicara dalam berbagai peristiwa dan keadaan.57 

Al-Quran maupun Hadis yang menjadi sumber hukum Islam, pada 

hakikatnya mengandung prinsip-prinsip mengenai tata kehidupan manusia yang 

bersifat global dan masih memberikan kemungkinan pada manusia untuk 

mengembangkannya. Apabila berbagai aktivitas kehidupan manusia itu diatur 

oleh al-Quran, tentu umat Islam tidak mendapatkan jalan untuk 

mengembangkannya melalui pengembangan pemikiran, dan sebaliknya apabila al- 

Quran sama sekali tidak memberikan bimbingan bagi kegiatan hubungan 

keperdatan, dikhawatirkan manusia tersesat pada hubungan kegiatan yang 

mengahancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri." 

Pada prinsipnya, syari'at Islam mampu memenuhi kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat yang beraneka ragam. Bukan hanya itu, syari'at Islam bahkan 

57 YGsuf Qordowi, Keluasan dan Keluwesun Hukum Islam, Penj. Salim Bnzernool, 
(Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlrn. 13. 

58 Abdur Rachim, Muamalah dalam ..., Op.Cit., hlrn. 2. 



mampu mengantisipasi semua permasalahan yang berkembang di berbagai 

wilayah dunia dengan ketentuan yang paling adil, paling baik, dan paling serasi. 

Kemampuan responsibilitas hukum Islam itu karena di samping 

memiliki kelengkapan, syariat Islam juga kokoh berdiri atas dasar pemikiran dan 

penalaran. Ia juga berdiri atas dasar pertimbangan yang mengarah pada pada 

ketjnggian budi dan fitrah manusia dan selalu memperhatikan terhadap segala 

sesuatu yang sedang berlaku. Dengan kokoh pula, hukum Islam berpijak atas 

dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara rohani dan jasmani, antara 

dunia dan akhirat, dan menerapkan asas-asas keadilan bagi seluruh umat manusia 

dengan landasan kemaslahatan dan kebaikan.59 Keandalan hukum Islam ini 

mencerminkan suatu peraturan hukum yang bersifat fleksibel dan elastis. 

Fleksibelitas dan elastisitas hukum Islam ini setidaknya ada tiga 

indikator yang dapat dipergunakan sebagai bukti, yaitu: 60 

1. Nash hukum dalam al-Quran tidak mematok segenap hukum dan masalah 

yang dihadapi oleh manusia secara kaku. 

2. Al-Quran tidak menjelaskan beberapa persoalan secara rinci, seperti zakat, 

sholat, puasa, dan haji. Namun dalam banyak hal, al-Quran hanya menetapkan 

hukum secara global, sehingga manusia dituntut untuk menginterpretasikan 

lebih rinci lagi. Sebagai konsekuensinya adalah nash-nash hukum yang 

terkandung dalam al-Quran tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga 

secara kontektual. 

59 YCsuf Qordowi, Kelilasan dan Keluwesan Hukum Islam, Penj. Salim B., (Solo: 
Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 1 1. 

60 Yiisuf Qordowi, al-Ijtihad j7 al-Syari'ah al-Islamiyyah, (tej.), (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1987), hlm. 88-90. 



3. Nash-nash hukum dalam al-Quran tidak hanya menetapkan hukum-hukum 

yang terbatas pada illat dan kemaslahatannya sebagai dasar disyariatkannya, 

akan tetapi illat dan kemaslahatan dijadikan ukuran (dasar) analogi hukum 

suatu masalah yang tidak disinggung secara jelas dalam al-Quran. 

Berdasarkan indikator tersebut, maka untuk merealisirnya Islam 

memberikan suatu jalan kepada umatnya untuk melakukan ijtihad.6' Ijtihad adalah 

salah satu sarana yang mendukung pengembangan materi-materi hukum untuk 

menanggulangi kasus-kasus atau perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, dan juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum 

Islam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan-kenyataan sejarah yang 

senantiasa selalu berubah. 62 Hukum Islam yang menjadi wilayah garapan ijtihadi 

adalah nash-nash yang bersifat donni, 63 yang hasilnya disebut fikih. 64 

Pada umumnya masyarakat Islam (khususnya di Indonesia) memandang 

fikih identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam dipandang identik dengan 

aturan Tuhan. Sebagai akibatnya, fikih cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan 

61 Ijtihad dapat dipahami sebagai proses pernikiran dan penafsiran ulang terhadap 
hukurn secara independen. Lihat Ahrnad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Penj. Agah 
Gamadi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 103. lihat juga Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan 
dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1995), hlrn. 173. 

Sobhi Mahrnashoni, Decadence and Renaisance, dalam John Dohoque & John L. 
Esposito, Islam dan Pembaharuan (Ensiklopedi Masalah-Masalah), (Jakarata: RajaGrafindo 
Persada, 1993), hlrn. 325. Lihat juga Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.74. 

63 Nash yang bersifat donni lebih lanjut dibedakan rnanjadi dua rnacam, yaitu donni 
wurud dan donni dalalah. Donni wurud adalah kata dan susunan kalirnatnya belum pasti dari 
Rasulullah Saw. di sini masih ada kemungkinan terjadi perubahan pilihan kata dan susunan 
kalirnatnya. Sedangkan donni dalalah adalah nash yang rnungkin di ta'wilkan sesuai dengan 
kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga tidak lagi mengikuti arti literalnya. Dalarn kaitan ini masih 
terbuka kernungkinan bahwa nash tersebut akan diperbaharui penafsirannya dengan syarat-syarat 
yang berbeda pada pernahaman sebelumnya. Lihat Abdul Wahhab Khollaf, 'Ilmu Usiil al-Fig, 
(Beirut: Diir al-Qolarn, 1978), hlm. 52-60. Lihat juga Juhaya S. Praja (Pengantar), Hukum Islam di 
Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: Rernaja Rosdakarya, 1994), hlrn. xxi- 
xxiii. 

64 Arnir Mu'allirn & Yusdani, Konfigurasi ..., Op.Cit., hlrn. 30. 



itu sendiri. Dengan cara pandang itu, maka kitab-kitab fikih dipandang sebagai 

kumpulan hukum Tuhan, dan karena hukum Tuhan maka dipandangnya sebagai 

hukum yang paling benar dan tidak dapat diubah, di lain pihak kitab-kitab fikih 

juga dipandang bukan saja sebagai produk keagamaan tetapi sebagai buku agama 

itu sendiri. Akibatnya selama berabad-abad menduduki tempat yang amat 

terpandang sebagai bagian dari agama itu sendiri dan bukan bagian dari produk 

pemikiran keagamaan.65 

Dengan demikian fikih harus responsif dan tetap eksis dalam 

menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Termasuk tantangan itu adalah 

ketika berkembangnya lembaga keuangan modem yang berbasiskan syariah. 

Lembaga keuangan syariah tidak dapat menghindari adanya perubahan 

global dalam ruang gerak aktivitas ekonomi. Banyak persoalan fikih yang muncul 

belakangan ini sama sekali belum dibicarakan oleh para ahli fikih zaman klasik, 

disebabkan persoalan tersebut belum muncul ketika itu. Di waktu itu persoalan 

muamalat masih bersifat sederhana dan formalistik. Seseorang yang melakukan 

transaksi jual beli, misalnya disyaratkan harus melihat barang yang 

diperdagangkan secara nyata tanpa ha1 itu dianggap tidak sah. Namun dalam 

perkembangan Ipteks format transaksi itu semakin berkembang (bahkan sangat 

rentan terdapatnya praktik riba), misalnya transaksi melalui dunia maya (internet). 

Selain itu dalam banyak komoditi dagang, para produsen sering tidak berhadapan 

langsung dengan konsumen, melainkan harus melalui transmisi yang bertindak 

secara profesional. Konsep transaksi yang demikian memunculkan persoalan lain 

65 Atho Mudzhar, Fiqih dan Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Kontektualisasi Doktrin 
Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 37 1. 



di dalam fikih, mengingat ha1 itu hampir tidak dibahas dalam khazanah pemikiran 

ahli fikih klasik. Termasuk juga karena tidak banyak dibicarakan di dalam al- 

Quran khususnya yang berkaitan rinciannya. 

Di saat masalah bentuk-bentuk transaksi itu masih terus dalam sebuah 

diskursus, muncul masalah yang lain, yakni yang berkaitan dengan akad untuk 

menjamin kepastian hukum para pihak. Apakah dalam menjamin kepastian 

hukum para pihak yang bertransaksi itu diberikan kebebasan? 

Prinsip yang sangat mendasar dalam ha1 akad adalah harus adanya 

kesepakatan. Adanya unsur kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk shigat 

yang direalisasikan dalam bentuk penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). 

Mengenai konvensi serah terima terdapat keragaman pendapat para ulama: 66. 

a. Menurut Syafi'i dan madhab Hambali, muamalat hanya sah jika dilakukan 

dengan pengucapan serah terima secara verbal, baik itu dalam jual beli, sewa, 

hibah, nikah, pemerdekaan budak, wakaf dan sebagainya. Pemakaian isyarat 

bagi keduanya hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, seperti isyarat orang 

bisu. Jika diperlukan, bukti tertulis harus ada. 

b. Menurut Abu Hanifah, satu pendapat dalam madhab Ahmad, dan sebagian 

golongan Syafi'i, muamalat tersebut sah apabila melalui serah terima dengan 

segala aktivitas yang menunjukan maksud serah terima. 

c. Menurut Imam Malik dan esensi pendapat Ahmad, Ibnu Taimiyah, muamalat 

dapat diikatkan dengan segala perkataan atau perbuatan yang menunjukan 

maksud adanya muarnalat. Setiap perbuatan yang telah dianggap sebagai jual 

66 Mustafa Ahrnad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, Cet.VI, tt, juz 1 hlrn. 340. 



beli atau sewa oleh manusia, maka itulah jual beli atau sewa, walaupun 

manusia memiliki berbagai macam perbedaan dalam tingkatan verbal dan 

praktiknya. Muamalat dilakukan dengan ungkapan verbal dan aktivitas apapun 

yang dapat dipahami. Bentuk muamalat tidak dibatasi, baik secara Syar'i 

maupun dalam tingkatan bahasa. Bahkan, muamalat sangat beragam seiring 

perkembangan manusia. Kondisi ini tidak berlaku dalam kasus nikah. Nikah 

hams dilakukan secara verbal. 

Terkait dengan ijab ini Syamsul Anwar menegaskan bahwa ijab 

disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Maksudnya harus jelas 

artinya bahwa ungkapan - baik lisan, tulisan, isyarat, dan lainnya- yang digunakan 

untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukan secara jelas jenis akad yang 

dikehendaki, karena akad itu satu sarna lain berbeda baik tujuannya maupun 

akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, akad mana yang dimaksud dan akibat 

hukum apa yang hendak diciptakan haruslah j e l a ~ . ~ ~  

Dalam ha1 qabul disyaratkan juga kejelasan maksud, ketegasan isi dan 

didengar atau diketahui oleh pihak lain. Bila ijab ditujukan pada pihak tertentu, 

maka qabul hanya sah dari pihak tersebut, dalam arti bilamana diberikan qabul 

oleh pihak lain yang bukan pihak yang kepadanya ijab ditujukan, maka tidak 

tercipta akad. Isi yang terkandung dalam qabul harus sesuai dengan ijab dalam 

pengertian tidak boleh menambahi, mengurangi atau mengubah ijab. Namun jika 

67 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ....., Op.Cit., hlm. 128. 



terjadi demikian, maka tidak tercipta akad dan qabul tersebut dianggap sebagai 

ijab baru yang memerlukan qabul lagi.68 

Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukan adanya suka 

rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang 

bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara 

timbal balik. 69 Timbulnya kewajiban karena dengan adanya kesepakatan berarti 

apa yang diperjanjikan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya yang 

wajib dipatuhi. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran yang 

berbunyi: 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta 
yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi 
suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh." 

Artinya:" Hai orang-orang beriman penuhilah janjimu dengan 
Allah dan sesamamu, semua tidak halal bagimu kecuali yang 
akan disebut kepadamu, yang tidak halal diburu pada saat kamu 
berihram, Allah menunjukan hukumnya sesuai yang 
dikehendaki." 

Ibid., hlm. 132. 
'' Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.42 
70 Q.S. an-Nisa' (4): 29. 
7 '  Q.S. al-Maidah (5): 1. 



Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa: 72 

.L$! L 4+ig &Sl&Il cp, d l  2 &A'\ 

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua 
belah pihak yang mengadakan akad hasilnya adalah 
kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak." 

Berdasarkan redaksi kaidah ini, menunjukan bahwa suatu akad haruslah 

benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang 

timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, 

manakala terjadi suatu akad di mana salah satu pihak tidak menginginkanltidak 

menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dipandang tidak sah 

atau batal. Seperti dalam akad hibah, bilamana pihak yang memberikan atau 

mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad ini tidak sah 

hukumnya. Meskipun awal terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua 

belah pihak, namun apabila kemudian hasil dari akad itu tidak disetujui oleh salah 

satu pihak maka akad dipandang batal. Seperti pada akad jual beli yang 

mengandung penipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing- 

masing pihak, tetapi karena pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak 

karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut. 

Dengan demikian akad jual beli ini dianggap bata1.73 

Dalam suatu akad manakala terjadi suatu perbedaan antara niadmaksud 

si pembuat dengan lafad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai 

suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui. Oleh karena itu jika 

ada dua orang mengadakan akad dengan lafad memberi barang dengan syarat 

72 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah ...., 0p.Cit.  hlm. 44. 
73 Ibid. 



adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual 

beli. Karena akad yang terakhir ini adalah yang ditunjuki oleh maksud dan makna 

dari si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh 

lafad. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang b e r b ~ n ~ i : ~ ~  

&d\&lh\%~&d~~h~~$\&&\ 

Artinya: "Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud 
dan makna-makna, bukan lafad-lafad dan bentuk-bentuk 
perkataan." 

Dengan diperintahkannya untuk memenuhi apa yang telah disepakati 

dalam akad sebagaimana tersebut dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1 tersebut 

berarti akad merupakan aturan yang wajib dipatuhi. Karena kedua belah pihak 

telah mengikatkan dirinya secara suka rela dan bebas terhadap hal-ha1 yang 

disepakati. 

Persoalan kebebasan berakad ini didukung melalui Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07lDSN-MUI/lV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudarabah (Qiradh). Dalam Fatwa DSN itu disebutkan bahwa 

meskipun secara prinsip dalam akad mudarabah tidak dimintakan jaminan dari 

pihak mudharib, namun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta 

jaminan dari mudharib agar tidak melakukan penyimpangan.75 Fatwa ini 

merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 

74 Ibid., hlm. 90. 
75 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh). 



Pasal 2 yang rnerupakan bagian dari nilai kebebasan berakad dari pihak pernilik 

modal. 

Dalarn berakad pada prinsipnya Islam telah menetapkan kebebasan 

kepada setiap rnanusia, dan menjadikannya sebagai suatu yang wajib baginya, dan 

bukan sekedar dispensasi, karena rnanusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan 

harus hidup dalarn keadaan bebas pula serta supaya menjaga kebebasannya. Islam 

juga memberikan kepada manusia untuk bertindak, baik dalarn perkataan maupun 

perbuatan dengan kehendak dan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan. 

Ini merupakan bukti kebebasan yang cukup bijak yang diberikan oleh Islam 

dengan tetap rnenekankan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang m ~ t l a k . ~ ~  

Dalam kaitannya dengan kebebasan berakad yang ada kaitannya dengan 

syarat dalam akad tersebut untuk menentukan hukumnya perlu dilakukan ijtihad. 

Dalarn berijtihad teori kemaslahatan dapat digunakan dalam merumuskan 

konsepsi kebebasan berakad kaitannya dengan syarat dalam akad tersebut. Teori 

kernaslahatan mengutamakan sesuatu itu dapat diarnbil untuk ditarik kesimpulan 

hukumnya bilamana terdapat di dalarnnya kernaslahatan. Hal-ha1 yang 

mengandung unsur kemodhorotan harus dihindari. Kemaslahatan ini didasarkan 

pada kaidah u ~ u l  fiqh yang b e r b ~ n ~ i : ~ ~  

Artinya : "Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat 
hukum Allah." 

76 Wahbah Az-Zuhaili, Haqqul Hurriyyah fl al-'Alam, Terj. Ahmad Minan dan 
Salahudin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 80-81. 

77 Himpunan Fatwa Majelis Ulama, (Jakarta, MLLl, 2007), hlm. 359. 



Dalam menggali nilai kebebasan berakad dalam hukum Islam tentu 

harus berpegang salah satunya pada nilai kemaslahatan. Karena itu, kebebasan 

berakad atas dasar kemaslahatan dapat diterima namun dengan catatan kebebasan 

berakad yang mengandung unsur kemudhorotan patut untuk dihindari dan 

dijauhkan. 

Teori kemaslahatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 

dalam disertasi ini adalah yang disebut dengan maslahah al-mursalah, yakni 

kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula 

dibatalkanlditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh 

sekumpulan makna nash (al-Quran atau   ad is).^' 

Untuk menjadikan ma~lahah al-mursalah sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum, penulis berpegang pada pendapat ulama ~ a l i k i ~ a h ~ ~  dan 

~anabilah," yang menyaratkan tiga syarat berikut ini: 

1 .  Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis 

kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga 

hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-benar 

menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. 

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 

pribadi atau kelompok kecil tertentu. 

78 Nasrun Haroen, Ujul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), hlm. 1 19. 
79 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat Ji Usul al-Syariah, (Beirut: Diir al-Ma'rifah, 

1975), hlm. 8-12. 
Ibn Qudamah, Rawdhah al-Nazir wa Junnah al-Munazir, (Beirut: Mu'assasah al- 

Risalah, 1978), hlm. 416. 



Berdasarkan konsep pemikiran yang didukung dengan teori 

kemaslahatan dengan 3 (tiga) persyaratannya, akan dijadikan sebagai landasan 

dalam menganalisis batasan kebebasan berakad dalam hukum Islam (terkait 

dengan adanya syarat dalam akad) dan implementasi batasan kebebasan berakad 

dalam akad-akad perbankan syariah di Indonesia. Dengan dasar ini penulis 

berharap dapat terjawab apa yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini. 

F. Asumsi 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka 

konseptual sebagaimana telah dipaparkan di atas maka dapatlah disusun beberapa 

asumsi sebagai berikut: 

1 .  Kebebasan berakad dalam hukum Islam menyangkut dua hal, yaitu kebebasan 

membuat akad dan kebebasan membuat atau memasukan syarat dalam akad. 

Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut tetapi dibatasi oleh syarak, yakni 

tidak boleh melakukan ha1 yang batil. Terkait dengan membuat atau 

memasukan syarat dalam akad terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama 

fikih ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kendatipun 

mereka berbeda pendapat terkait dengan syarat dalam akad pada intinya 

mereka tidak ada yang membebaskan suatu akad sebebas mungkin. 

2. Dalam implementasinya kebebasan berakad belum sepenuhnya didapat oleh 

perbankan syariah dan nasabah. Perbankan syariah hanya mendapatkan 

kebebasan membuat akad bernama dan tidak mendapatkan kebebasan 

membuat akad tak bernama yang menyangkut produk-produknya. Demikian 



halnya nasabah juga belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan dalam 

membuat atau memasukan syarat dalam akad. Hal ini disebabkan posisi tawar 

nasabah tidak seimbang dengan pihak perbankan syariah. Karena itu, pihak 

perbankan syariah memanfaatkan kebebasan berakad untuk menekan pihak 

nasabah dengan membuat klausul baku. Dengan demikian, akad itu bila 

ditinjau berdasarkan teori maslahah al-mursalah belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 

bahan hukum sekunder.'' Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi 

ruang lingkupnya adalah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf 

singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian 

ini lebih menekankan pada penelitian asas-asas hukum. 

Penelitian tentang asas-asas hukum ini dilakukan terhadap 

kaidah-kaidah yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Penelitian ini 

mencakup perenungan dan penyerasian nilai-nilai serta asas-asas hukum 

yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, hasil ijtihad yang terdapat dalam 

'' Soerjono Soekanto dan Sr i  Mamudji, Penelitian Hukum Normat$ Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.13-14. 



kitab-kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan. Semuanya itu yang 

menjadi objek penelitian adalah unsur ideal dari h ~ k u m . ~ ~  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan filosofis dan normatif. Pendekatan filosofis dilakukan untuk 

menangkap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran, Hadis, dan hasil 

ijtihad yang tertuang dalam kitab-kitab fikih serta berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk 

menggali nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat dalam al-Quran dan 

Hadis yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. 

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data bersumber dari data sekunder yang 

terdiri atas bahan hukum primer, yang meliputi ayat-ayat al-Quran, Hadis, 

dan pendapat-pendapat ulama fikih yang tertuang dalam berbagai kitab- 

kitabnya seperti kitab al-Fatawa al-Kubra oleh Ibnu Taimiyyah, Kitab al- 

Muhalla oleh Ibn Hazm, Kitab Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad 

Ibn Taimiyyah oleh A1 Asimi dan kitab lainnya. Bahan hukum primer 

lainnya yang digunakan adalah akad-akad yang terdapat pada perbankan 

syariah dan beberapa peraturan peundang-undangan sebagai perangkat 

hukum positif yang membahas mengenai perjanjian dan perbankan 

syariah. 

Sumber data lainnya didapat dari bahan hukum sekunder, yang 

meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan 

82 Soe jono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 44- 
45. Lihat juga Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2004), hlm. 130. 



penelitian ini, dan bahan hukum tertier, yang meliputi kamus dan 

ensiklopedi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan studi kepustakaanlstudi dokumenter dengan metode 

interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam menetapkan bank yang diambil 

sebagai sampel untuk mengkaji akad-akadnya penulis menggunakan 

metode purposive, yakni penetapan sampel yang kriteria banknya 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan penulis berjumlah 7 bank. Dari 7 

bank itu 4 di antaranya adalah bank umum syariah yang cakupannya 

nasional dan masuk kategori bank dengan jumlah nasabah yang besar. 3 

Bank Unit Usaha ~ ~ a r i a h . ~ ~  Alasan ditetapkannya 7 bank tersebut karena 

terdapat beberapa akadnya yang dipandang oleh penulis perlu dikaji ulang 

dalam perspektif hukum Islam mengingat masih belum memenuhi kriteria 

sebuah akad berdasarkan akad syariah. 

Untuk menegaskan dan menyamakan persepsi atas maksud 

klausul-klausul yang ada pada akad-akad perbankan syariah yang 

dijadikan sampel, penuls gunakan metode wawancara nonstruktur yang 

ditujukan kepada pihak-pihak pengelola perbankan syariah dan nasabah. 

Hal ini sifatnya hanya sebagai pendukung bukan sebagai alat untuk 

menghasilkan data primer. Dalam wawancara ini peneliti bertanya seputar 

maksud klausul yang tercantum dalam akadnya. Dalam pengambilan 

83 Nama-nama Bank Umum Syariah ada pada penulis 



sampel pengelola perbankan syariah dan nasabah ditetapkan dengan 

metode purposive. 

Dari 13 jenis akad yang ada pada perbankan syariah yang terdiri 

atas akad musyarakah, mudarabah, murabahah, salam, istisna, qardh, 

ijarah, wadi'ah, wakalah, rahn, sharf, kafalah, dan hawalah yang menjadi 

fokus kajian hanya 6 jenis akad yang terdiri atas akad musyarakah, 

mudarabah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Penetapan akad-akad 

yang menjadi fokus kajian ditetapkan dengan metode purposive dengan 

pertimbangan karena dalarn akad-akad itu banyak digunakan pada 

perbankan syariah dan banyak terjadi permasalahan terkait dengan bahasan 

disertasi ini. 

3. Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Hasil analisis ini disajikan dalam paparan secara deskriptif kualitatif 

dengan kata-kata dan tidak berwujud angka-angka.84 Adapun dalam 

menarik kesimpulan digunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif 

kesimpulan diambil dari dalil-dalil atau pengetahuan yang bersifat umum 

untuk ditarik dalam pengetahuan yang bersifat khusus. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan disertasi ini disusun dalam 5 bab yang isinya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

84 Miles Mattew dan A. Michael Huberman, Analisa Data KualitatiJ; Penerjemah 
Tjetjep Rohini, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 15. 



Bab I pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka ini 

penulis mendeskrispsikan secara singkat isi berbagai kitablbuku dan hasil 

penelitian yang relevan dengan disertasi ini yang bertujuan untuk melihat adakah 

kesamaan bahasan dengan permasalahan pokok yang dikajinya. Dengan tinjauan 

pustaka yang demikian pada akhirnya penulis dapat membuktikan perbedaan dan 

keorisinal bahasan disertasi dengan karya ilmiah yang dibuat sebelumnya 

sekaligus dapat menunjukkan kebaruan atas hasil kajian melalui disertasi ini. 

Setelah diuraikan tinjauan pustaka dilanjutkan dengan bahasan kerangka 

konseptual. Pada kerangka konseptual penulis mendeskripsikan konsep-konsep 

yang berkaitan dengan pokok bahasan disertai sekaligus juga teori yang 

digunakan dalam menganalisis permasalahan. Sub bab berikutnya adalah asumsi, 

metode penelitian dengan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan diakhiri pada bab I ini 

dengan sistematika penulisan. Perlunya sistematika penulisan dalam bab I adalah 

untuk menjelaskan mengapa isi bab-bab yang ada pada disertasi ini mengandung 

poin bahasan sedemikian rupa. 

Bab I1 diberi judul tinjauan umum kebebasan berakad dalam kajian hukum Islam. 

Isi bab ini diawali dengan pembahasan landasan filosofis kebebasan dalam Islam 

dan ragamnya; Landasan filosofis lahirnya kebebasan berakad; Lahirnya 

kebebasan berakad dalam hukum Islam dan landasan hukumnya; Batas-batas 

kebebasan berakad dalam hukum Islam; Kebebasan berakad sebagai pilar penting 

dalam kebebasan ekonomi. SekedarSebagai penambahan informasiluntuk 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































